
 

BUPATI SUMBAWA BARAT 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI  SUMBAWA BARAT 

NOMOR 2    4     TAHUN  2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  

NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa terdapat terdapat kegiatan yang bersifat mendesak 

dan tidak bisa ditunda yang pendanaannya bersumber 

dari pergeseran Belanja Tidak Terduga berdasarkan 

Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 

2018 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk 

Pembangunan kembali dan rehab rumah akibat 

kebakaran serta perbaikan infrastruktur jembatan akibat 

banjir di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat; 

  b. bahwa terdapat kegiatan yang sumber pendanaannya 

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 

yang belum dirinci dan belum cukup anggarannya yaitu 

DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) Dana Kapitasi pada Fasilitas 



Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sumbawa Barat; 

  c. bahwa terdapat penyesuaian besaran Dana Desa Tahun 

Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana 

Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 

yang harus dirinci pendapatan dan belanjanya; 

  d. bahwa terdapat pergeseran anggaran antar rincian obyek 

belanja pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur Air 

Bersih di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 

Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat 

untuk memperbaiki kerusakan pipa PDAM Kabupaten 

Sumbawa Barat akibat bencana banjir yang diberikan 

dalam bentuk hibah kepada PDAM Kabupaten Sumbawa 

Barat; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 92 Tahun 

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1649);  



 2. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan  Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4340); 

 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 



 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5568); 

 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5155); 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

 24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2107) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di 

Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5209); 



 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010   Nomor 123); 

 26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

 28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

 29.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 30.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

 31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

 32. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 389); 



 33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). 

 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 874); 



 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 

Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2); 

 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor   18 

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 18); 

 40. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 92 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 92); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 92 
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2018 

 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 92 

Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 1 huruf a, nomor 1 huruf c, nomor 2 huruf 

a angka 5, nomor 2 huruf a angka 6, nomor 2 huruf b angka 1, 

nomor 2 huruf b angka 2, dan nomor 2 huruf b angka 3 diubah, 

sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

1. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.   58.945.455.005,- 

b. Dana Perimbangan Rp. 1.037.998.705.000,- 

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp.  175.063.097.598,- 

Jumlah Pendapatan         Rp. 1.272.007.257.603,- 

 



2. Belanja 

a.  Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp.  329.210.005.897,- 

2) Belanja Hibah Rp.  7.973.000.000,- 

3) Belanja Bantuan Sosial Rp.  33.409.486.815,- 

 4) Belanja Bagi Hasil Kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

        Pemerintah Desa Rp.  4.206.931.520,- 

 5) Belanja Bantuan Keuangan  
        Kepada Provinsi/Kabupaten/ 
        Kota dan Pemerintah Desa dan  
        Partai Politik Rp.  143.519.247.100,- 

6) Belanja Tidak Terduga Rp.         3.263.141.000,- 

 Rp.  521.581.812.332,-  

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp.  36.612.557.707,- 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp.  365.821.681.268,- 

3) Belanja Modal Rp.  332.591.206.296,- 

 Rp.    735.025.445.271,- 

Jumlah Belanja                          Rp. 1.256.607.257.603,- 

 

Surplus / (Defisit)  Rp.     15.400.000.000,- 

 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan Rp.  0,- 

b. Pengeluaran               Rp 15.400.000.000,- 

     Jumlah Pembiayaan Neto (Rp.  15.400.000.000,-)    

 

Sisa Lebih  Pembiayaan Anggaran  
Tahun Berkenaan Rp. 0,- 

 

2. Lampiran I Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 92 Tahun 2017 

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

3. Lampiran Ia Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 92 Tahun 2017 

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Ia 



dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

4. Lampiran IIa Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 92 Tahun 2017 

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran IIa 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat. 

 

Ditetapkan di  Taliwang 

pada tanggal,      15 Januari       2018 

 

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

 

dto 

W. MUSYAFIRIN 

 

Diundangkan di  Taliwang 

pada tanggal,       15 Januari    2018 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMBAWA BARAT, 

 

 

             dto 

 

A. AZIS 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN  2018 NOMOR 

4   


